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a.

1.

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik
sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong,
perlu menetapkan lokus evaluasi penyelenggaraan statistik
sektoral sebagai basis koordinasi dan evaluasi;

bahwa Badan Pusat Statistika memiliki kewenangan melakukan
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral berdasarkan
ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistika Nomor 3 Tahun
2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
sehingga perlu menetapkan Lokus Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral Badan Pusat Statistik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19359 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I[I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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12.
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesualan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat
Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 1| Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat
Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 4);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 591};

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Evaluast Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 601});

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimanian Selatan Nomor 88
Tahun 88 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia di
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2023 Nomor 88);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2025 Nomor 7);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 17};

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025
Nomor 44};

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi scrta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Lokus Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Badan Pusat Statistik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabalong.

Lokus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada

Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong; dan

b. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten
Tabalong.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menjalin koordinasi teknis dengan Badan Pusat Statistik dalam
pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Scktoral,

b. menyediakan data dan informasi Statistik Sektoral sesuail
standar; dan

c. melaporkan perkembangan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral secara periodik kepada Bupati melalui Walidata
Kabupaten.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026,
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong di Tanjung.




